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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu pertimbangan yang diambil oleh peme-
rintah Republik Indonesia berkenaan penyelesaian
perselisihan antara negara dn Warga Negara Asing
mengenal Penanaman Modal Asing, adalah agar Indonesia
ikut serta dalam Konvensi (Convention on the Nation-
als of other States) dengan syarat bahwa, Indonesia
telah menjadi Anggota Bank Internasional untuk rekon-
struksi dan pembangunan (International Bank For
Recontruction and Development).

Penanaman Modal Asing (PMA) senantiasa merupakan
bagian dari investasi orang asing vang dimasukkan
dalam pengelolaan suatu perusahaan, yang dalam tin-
jauvan 1ini adalah perusahaan-perusahaan yvang ada di
Indonesia. Perusahaan dengan investasi modal asing
akan mengikat suatu perjanjian Dberdasarkan hukum
Indonesia, sebagaimana ditentﬁkan di dalam 18 Undang-
undang Penanaman Modal Asing (UPMA) vang menegaskan
bahwa dalam setiap izin penanaman modal asing diten-
tukan batas waktu berlakunya yvang tidak melebihi 30

tahun.

Selanjutnya dalam penjelasan pasa 18 UPMA terse-

but ditetapkan ketentuan sebagail berikut




1. Perusahaan Modal Asing harus mengadakan pembukaan
tersendiri dari modal asingnya;

2. Untuk menetapkan besarnya modal asing maka Jjum-
lahnya harus dikurangi dengan jumlah-jumlah yang
dengan jalan repatriasi telah ditransfer;

3. Tiap tahun perusahaan diwajibkan menyampaikan
kepada pemerintah suatu ikhtisar dari modal
asingnya.

Guna menghindari adanya penyimpangan-penyimpang-—
an terhadap ketentuan-ketentuan Penanaman Modal Asing
di Indonesia, maka dalam pasal 3 UPMA ditegaskan:

Perusahaan yang dimaksud dalam pasal yang dija-
lankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di
Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri
harus berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indone-
sia dan berkedudukan di Indonesia.

Dalam kerangka inilah, PMA adalah orang asing
dalam statusnya sebagai perorangan dapat menimbulkan
kesulitan atau ketidaktegasan di bidang hukum inter-
nasional. Oleh karena itu ketentuan yang digariskan
sebagal batas gerak perlu diatur agar terhindar dari
kemelut perdata internasional.

Mengapa penanaman Modal Asing terkait dengan
hukum perdata internasional ?. Tidak lain adalah
terdapat unsur-unsur asing (foreign element), dalam

hubungan mana ada kontrak-kontrak Hukum Perdata

Internasional yang dapat menimbulkan masalah dalam

bidang-bidang perjanjian internsaional.




Pengusaha-pengusaha Indonesia vyang mengadakan
kontrak-kontrak partner asing membuat kerjasama joint
venture agreement atau management agreement di mana
pihak Indonesia mengundang pihak asing untuk melaku-
kan management yang dilakukan oleh pihak nasional. Di
samping itu sering pula dibuat suatu technical
assistent di mana pihak asing memberikan bantuan
teknik pada perusahan nasional. Kedua bentuk perjan-
jian vyang disebut terakhir sering menjadi ‘“kedok"”
untuk cara masuknya modal asing dan berusaha dalam
bidang perniagaan di Indonesia, pada hal sebenarnya
disediakan untuk pengusahaa-pengusaha nasional.

Dalam kontrak-kontrak yang dibuat antara penanam
modal asing dengan pihak perusahaan, biasanya dibuat
suatu clausula-clausula tentang hukum yang harus
berlaku (applicable law) untuk kontak yang bersang-
kutan dengan menetapkan salah satu pasal mengenai
hukum vang harus berlaku. Lazimnya pasal itu disisip-
kan sebagai salah satu pasal terakhir dari kontrak
vang dibuat itu.

Dengan adanya kontrak dengan invenstasi penanam-
an modal asing, maka penggunaan pilihan hukum dalam
bidang hukum perdata internasional masih perlu dite-
laah sejauhmana aspek hukum perdata internasional
berkenaan Penanaman Modal Asing itu masih faktuil

diberlakukan atau tidak. Oleh karena -itu penulis‘
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tertarik untuk membahasnya melalui Jjudul skripsi
"ASPEK HUKUM EKONTRAK INTERNASIONAL BERKENAAN PENANAM-
AN MODAL ASING (Studi Kasus di PT. Katingani Timber
Ujung Pandang)”.

Dipilihnya PT. katingan Timber ini dengan per-
timbangan bahwa perusahaan yang bersangkutan mengada-
kan kerjasama investasi modal asing dari Jepang untuk
usaha pabrik kayu lapis, dan sudah barang tentu akan
menarik untuk dibahas mengenai aspek hukum kontrak

internasional.

1.2 Rumusan Masalah
Masalah pokok yang akan diuraikan dalam penulis-
an skripsi ini meliputi
1. Bagimanakah bentuk kontrak Penanaman Modal Asing

di PT. Katingan Timber Ujung Pandang

L

Bagaimanakah clausula "applicable law" yvang dimuat

dalam kontrak Penamanan Modal Asing

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian adalah
1. Untuk mengetahuli secara mendalam bagaimana aspek
hukum kontrak internasional dalam Penanaman Modal

Asing di PT. Katingan Timber Ujung Pandang.

[SV]

Penulis bermaksud mengangkat topik hukum kontrak
internasional sebagai bagian dari hukum interna-

sionalnya, Kkhususnva apabila terdapat pilihan




hukum dalam penerapan kontrak di perusahaan.

1.4 Metode Penelitian
Dalam rangka penelitian, penulis menggunakan dua

kriteria umum metode penelitian yaitu

1. Penelitian kepustakaan (librarv research)
Dalam penelitian ini, penulis membaca buku-buku
hukum internasional yang intinya membahas tentang
Penanaman Modal Asing vang mengaitkan hukum kon-
trak internasional sebagai dasar penyelesaiannya.
Demikian pula akan disertakan media cetak dan
dokumentasi vang berkaitan dengan topik vang
dibahas.
Penelitian lapang (field research)

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan peneli-

rd

tian langsung pada PT. Katingan Timber Ujung
Pandang sebagai obyek atau lokasi penelitian, di
mana akan diupayakan mempercleh data akurat vyang
validitas dan reabilisdtasnya dapat dipertanggung-

jawabkan.

1.4.1 Cara Mengumpulkan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam dua

bentuk, yvaitu mengadakan wawancara dan meng-

edarkan sejumlah daftar pertanyaan.




pembahasan.

Bab 2 Tinjauan Umum Penanaman Modal Asing. Di
dalam pembahasan ini diuraikan pengertian modal
asing, pengertian penanaman modal asing, dan dasar
hukum penanaman modal asing.

Bab 3 Ketentuan-ketentuan dan Aspek Hukum Kon-
trak Internasional. Ketentuan-ketentuan kontrak
internasionl, ketentuan hukum Indonesia dan prinsip
hukum perdata internasional.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab
ini berintikan bidang usaha kerjasama PT. Katingan
Timber Ujung Pandang, bentuk kontrak penanaman modal
asing PT. Katingan Timber Ujung Pandang dan masalah
pilihan hukum bilamana timbul sengketa.

Bab 5 Penutup. Bab ini diuraikan kesimpulan dan

Saran.




BAB 2
TINJAUAN UMUM PENANAMAN MODAL ASING

2.1 Pengertian Modal Asing
Di dalam pasal 2 sub (a) Undang-undang Penanaman

Modal Asing (UPMA) memberikan gambaran tentang peru-

musan modal asing sebagai berikut:

"Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupa-
kan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang
dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk
rembiayaan perusahaan di Indonesia”.

Perumusan tersebut dalam Undang-undang No. 1
Tahun 1967 tidak hanya terbatas pada bentuk wvaluta
asing tetapl meliputi juga alat-alat perlengkapan
tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di
Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing
vang digunakan dalam perusahaan di Indonesia dan
keuntungan vang boleh ditransfer atau dialihkan ke
luar negeri, tetapi digunakan kembali di Indonesia.

Menurut .. S. T, Kansiidy. (1985:2863) berkenaan
masalah modal asing ini bahwa:

modal asing di dalam undang-undang ini
hanyalah meliputi penanaman modal asing secara
langsung vyang dilakukan menurut atau berda-
sarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini
dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan
di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal
secara langsung menangsgung risiko dari penanam-

an modal tersebut'.

Selanjutnya menurut Ismail Sunny (1967:13)

berkaitan dengan modal asing bahwa:
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"Dibidang keuangan perusahaan modal asing diberi
hak untuk mentransfer income dan modal dalam
valuta asli dari modal yang ditanam di Indone-
sia".

Dengan demikian modal asing dapat pula diartikan
sebagal alat pembayaran luar negeri non devisa yang
digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

Dalam hubungan itu, pengertian modal asing
menurut Pasal 2 Undang-undang Penanaman Modal Asing
meliputi:

1. Alat pembiayaan luar negeri yang tidak merupakan
bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang dengan

persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan

perusahaan di Indonesia.

(V]

Alat-alat perusahaan, termasuk pPenemuan-penemuan

baru milik orang asing dan bahan-bahan vang dima-

sukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia
selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari
kekayaan devisa Indonesia.

3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan
undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi
dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indone-
si.

Penanaman modal asing menurut UPMA dapat dilaku-
kan dalam bentuk perusahaan yvang dari semula modalnya
seratus persen (100%) terdiri atas modal asing atau
dalam bentuk kerjasama antara modal asing dan modal

nasional.



2.2 Pengertian Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing di Indonesia secara kese-
luruhan harus dipandang sebagai pelengkap bagi per-
kembangan ekonomi Indonesia. Sebagail pelengkap, maka
pPenanaman modal asing berpengaruh positif terhadap
pemasukan modal di Indonesia. Oleh karena itu pena-—
naman modal asing akan meringankan budget devisa na-
sional karena kebutuhan import dapat dibiayai oleh
investor asing dengan devisa sendiri.

Penanaman modal asing menurut Burhan Napitupulu
(1986:13) berfungsi sebagai built-in-stabilizer bagi
perancangan dan pelaksanaan politik ekonomi dalam
negeri.

Penanaman modal asing dalam perumusan lain dapat
pula berfungsi sebagai upaya untuk memperbaiki posisi
devisa pemerintah. Demikian pula dapat menjadi indi-
kator bagi kepercayaan luar negeri terhadap situasi
perekonomian nasional. Dengan kata lain kondisi
perekonomian nasional baik, maka penanaman modal
asing akan tertarik pada kemungkinan keuntungan vang
dapat dicapai.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penanam-
an modal asing menurut C.S.T Kansil (1985:263) adalah
sebagi berikut:

"Penanaman modal asing di dalam undang-undang

hanyalah meliputi penanaman modal asing secara
langsung yang dilakukan menurut atau berda-



sarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini
dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan
di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal
secara langsung menanggung risiko dari penanam-
an modal tersebut”.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1867
atau Undang-Undang Penanaman Modal Asing, maka
undang-undang ini hanya mengatur hal kredit. Dalam
hal mana berbeda dengan kredit yang risiko penggu-
naannya ditanggung oleh peminjam, sedangkan di dalam
penanaman modal asing risiko penggunaannya menjadi
tanggungan‘penanam.

Dari rumusan penanaman modal asing tersebut di

atas, terdapat tiga unsur pokok di dalamnya, yaitu:

1. Penanaman modal secara langsung

SN

Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan

(W]

Risiko langsung ditanggung oleh pemilik modal
Masing-masing unsur tersebut diterangkan sebagai
berikut:
ad.l. Undang-undang tidak memberikan penjelasan ten-
tang apa yang dimaksudkan dengan penanaman
modal secara langsung, apakah mempunyai arti
menguntungkan bagi penanam modal asing atau
pemilik modal asing.
Dalam hubungan itu, Organization for European
Economic Co-operation (OEEC) memberikan defini-
si dalam dua bentuk, yaitu direct investment

dan partfolic investment.
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Direct investment is meant acquisition of
sufficient interest in an undertaking to ensure
its by the investor.

Kesimpulan dari perumusan tersebut adalah bahwa
penanam modal (investor) diberi keleluasaan
pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam
perusahaan di mana modalnya ditanam, dalam
arti penanam modal mempunyai penguasaan atas
modal.

Dari segi penanaman modal asing (investor)
keuntungannya apabila diberi keleluasaan reng-
usahaan dan penyelenggaraan pimpinan atas per-
usahaan, adalah bahwa penanam modal dapat
menentukan kebijaksanaan sendiri dalam menja-
lankan perusahaan untuk memperoleh keuntungan
vang diharapkan dari modal yang ditanamnya satu
dan lain dalam batas-batas peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Berdasarkan wuraian tersebut di atas, dapat
ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan
dengan penanaman modal asing secara langsung,
seperti dimaksud dalam huruf (a) di muka, oleh
pembuat undang-undang ialah pengertian Direct
Investment, dalam hal mana penanam modal mem-
punyai penguasaan atas modalnya yang ditanam

dalam perusahaan yang bersangkutan, dalam arti
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Dahwa pemilik modal atau penanam modal mem—

punvai kLepleluasan pengusahaan atzs osrusahaan

Jelaslah bahwa psnanaman modal asing sacara
langsung. arftinva langsung digunakan untuk
nenjalankan oerusahaan di Indonesia.

Fortfolio Investmaent., is mean purchass of

=tock and bonds in an undertaking on a scale

t+

fficient tco  transfer control to the
invesitor. Dalam bentuk ini diartikan penanaman
modal asing dengan Jjalan membeli saham—saham/
obligasi di suatu perusahaan dalam Jumlah
sedemikian sehingga tidak mencukupi untuk
memb=rikan penguasaan stas perusanaan kepada
oEnanam modal asing. pengesahannya muda
dan praktis., oleh karena itu penanaman modal
asing dengan bentuk 1ni dilakukan sesual
dengan peraturan lalu lintas devisa vang
berlaku.

ad.Z. Di dalam memori penjelasan Pasal 1 tahun 1247
UuFPMA, ditegaskan bahwa kradit berbeda dengan
penanaman modal asing, vaitu dalam hal kredit
risiko penggunaan dari kredit yang bersangkutan
ditanggung oleh peminjam, sedangkan dalam hal
pEnanaman  modal asing  risiko penggunaannya

menjadi tanggungan penanam.

Jika diperhatikan memori penislasan terssbut,




ad.

]
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dimana istilah kredit dibedakan dengan
penanaman modal asing, maka seolah—-olah kredit
yang dibedakan dari penanaman modal asing itu
bukan merupakan modal asing.
Dalam kaitarn itu. menurut hemat penulis kredit
yang dimaksudkan oleh pembuat undang—-undang
disini tentulah kredit luar negeri vang Juga
merupakan modal asing.
Kesimpulan dari unsur (Z) tersebut adalah bahwa
perusahaan vang dijalankan oleh penanam/pemilik
modal ini harus mempunyai modal perusahaan,
modal asing vang bersangkutan.
Risiko vyang langsung ditanggung oleh pemilik
modal., dari memori penjielasan pasal 1 tahun
1967 UUPMA, dapat dipahami bahws risiko vang
dikaitkan kepads peEngoounasan modal asing.
dimaksudkan oleh pembuat undang—undang untuk
menegaskan bahwz undang—undang tidak mengatur
hal kredit, dengan kats lain kredit tidak
termasuk  dalam obvek undano-undanoc openanaman
modal asing.
Kesimpulan dari unsur (Z) in: adalah :
a. Fenanaman modal asing dalam UUPMA dapst

dibedakan antara :

1. Fenanaman modal dalam arti sesungguhnva,

vyaitu modal asinog vano sejak semula

memang diperuntukkan bagi penanaman_modal



(investor).

2. Penanaman modal asing yang berasal dari
hutang (kredit luar negeri) yang dikenal
dengan Debt Investment Conversion Scheme
(DICS).

b. Pemilik modal asing yang hendak menanam
modalnya di Indonesia haruslah menggunakan
modal asing tersebut sebagai modal perusa-
haan dan dengan modal asingnya itu menja-

lankan perusahaan di Indonesia.

2.3 Dasar Hukum Penanaman Modal Asing

Sebelum Dberlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun
1967 tentang Penanaman Modal Asing (UPMA), maka
diantara kurun waktu tahun 1958 dan tahun 1967 telah
pernah berlaku suatu undang-undang yang Jjuga meng-
atur tentang Penanaman Modal Asing, yaitu Undang-
undang Nomor 78 Tahun 1958, yang kemudian diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor 15 Prp Tahun 1960
kemudian dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 16
Tahun 1965.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dikeluarkan
dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:
a. Kekuatan ekonomi potensial yang dengan kar

Tuhan Yang Maha Esa terdapat banyak di s

wilayah tanah air yang belum diolah untuk




Lidak dapat dilaksanakan olsh modal Indonesia

sendiri. berbubung dengan itu dirasa mengadakan
etEnfuan—tetentuan yang jelas untuk memsnuhi

kebutunan akan modal guna pembangunan nasional,
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samping menghindarkan keragu-raguan dari cihak
nodal asing.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang
Penanaman Modal Asing inipun kemudian mengalami
oErubanan dan tambahan berdasarkan Undang—undang Neomor
11 tshun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1967. Dalam konsideran Undang-
Undang MNomor L1 Tahun 1970 disebutkan hal-hal s2bagai
barikut :
=. Bahwa garis besar politik perpajakan negara dalam
menghadapi pembangunan meliputi, peningkatan
Zabungan pemsrintan melalui peningkatan penerimaan,
merangsang tabungan masyarakat, mendorong investasi
dan oroduksi s=rta membantu redistribusi
penghasilan %e& arah 7ang lebih sesimbang dan mudah
administrasinva:

b. Bahwa guna meningkatkan pembangunan di Indonesia,
perlu segera diciptakan suatu iklim fiskal vyang
baik bagi pengusaha—-pengusaha, khususnya penanaman—

penanaman modal:

N
.

Bahwa berhubung perubahan—perubahan yang dilak
dalam Ordonansi Fajak Ferseroan 1925, maka U

undang No. 1 Tahun 1947 tentang Psnanamar




Asing perlu disesuaikan dengan perubahan-perubahan
tersebut.

Undang-undang tersebut (UU No. 11/70) selain
berisi ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan
umum tentang penanaman modal asing, memuat pula
ketentuan-ketentuan tentang pembebasan serta kelong-
garan-kelonggaran perpajakan dan fasilitas-fasilitas
lain untuk lebih menarik para penanam modal asing.

Penetapan Undang-undang No.l1 TAhun 1967 merupa-
kah tonggak atau landasan hukum bagi penanaman modal
asing untuk pertamakalinya di Indonesia. Salah satu
pasal yang sangat renting dari undang-undang ini
adalah Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa:

"Perusahaan yang dimaksud dalam Pasal 1 vyang

dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbe-
sar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan

tersendiri harus berbentuk Badan Hukum Indone-
sia dan berkedudukan di Indonesia'’.

Dengan demikian yang dimaksud dengan kalimat
"perusahaan harus berbentuk badan hukum menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia", dalam
pasal 3 UPMA tersebut, adalah bahwa badan hukum itu

harus didirikan menurut hukum Indonesia.




BAB 3
KETENTUAN-KETENTUAN DAN ASPEK HUKUM EKONTRAK
INTERNASIONAL
3.1 Ketentuan Berkenaan Kontrak Internasional

Dalam beberapa kontrak Internasional lazim
diadakan perjanjian-perjanjian yang bersifat Jjoint
venture agreement. Dalam membuat perjanjian demikian
pihak Indonesia menetapkan dalam pasal 3 ayat (1)
UUPMA bahwa perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1
vang dijalankan untuk seluruhnya atau sebagian terbe-
sar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersen-
diri harus berbentuk Badan Hukum Indonesia dan berke-
dudukan di Indonesia.

Pasal 3 ayat (1) UPMA merupakan dasar ketentuan
kontrak dengan pihak penanaman modal asing. Undang-
undang Penanaman Modal Asing memberikan dua kemung-
kinan perusahaan yang dijalankan di Indonesia sebagai
kesatuan perusahaan tersendiri, yaitu:

1. Perusahaan yang dijalankan untuk seluruhnya di
Indonesia.

2. Perusahaan yang dijalankan untuk bagian terbesar
di Indonesia.

Ketentuan berkenaan kontrak Internasional,
biasanya menetapkan pilihan hukum untuk menentukan
hukum apa vang menjadi pengikat (applicable law)

untuk kontrak yang bersangkutan.




Di dalam pembukaan risalah "Symposium on Indus-
trial Development” di Athena pada tahun 1967, diha-
silkan suatu risalah yang berjudul “Manual on The
establishment of Industrial Joint Venture Agreement
in Developing Countries".

Dari risalah itu ditentukan salah satu sebab
mengapa kerjasama (joint venture) pada tingkat Inter-
nasional begitu menanjak perkembangannya, adalah
karena negara-negara berkembang melalui undang-undang
penanaman modal asing masing-masing lebih mensupport
joint wventure dari pada investasi-investasi yang
seluruhnya dimiliki oleh investor asing.

Salah satu hasil yang ditentukan berlaku, adalah
pertama menyangkut masalah-masalah perundingan dan
pelaksanaan perjanjian-perjanjian joint venture
termasuk scal-soal hak milik, perbandingan modal,
pimpinan, management, marketing, politik keuangan
perusahaan, bantuan teknis, penyelesaian pertikaian
dan perubahan partner.

Hasil yang kedua, adalah dari rekomendasi UNIDO
(Organisasi kerjasama Jjoint venture negara-negara
berkembang) mengharapkan bagaimana upaya hak-hak dari
masing-masing dijamin untuk kepentingan Jjoint venture
dan untuk kepentingan negara tuan rumah (host coun-
try).

Sebagai catatan bahwa UPMA tidak menyebut Joint
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venture dalam ketentuannya, melainkan kerjasama
penanaman modal asing dan penanaman modal nasional.
Hal ini termuat dalam pasal 23 ayat (1) yang menyata-
kan:
"Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi
modal asing dapat diadakan kerjasama antara
modal asing dengan modal nasional dengan
mengingat ketentuan dalam pasal 3"

Dengan catatan tersebut dapat dimengerti bahwa
jika ketentuan kontrak Internasional membuat klausula
tidak menyebut modal asing, melainkan dalam bentuk
joint venture, seperti misalnya klausula dalam bentuk
kontrak dari UNIDO membuat contoh sebagian sebagai
berikut:

(a) Penunjukan pihak-pihak yang ber-joint
venture

This agreement made the.......... davisoT e . . S 19..
BETWEEN
FOREIGN MANUFACTURING COMPANY LIMITED,
a company incorporated under the laws of (juridisdic-
tion of corporation)
having its principal office at......... (status of
head office),

OF THE FIRST PART
AND
DEVELOPING COUNTRY INVESTEMENT LIMITED.

a company in corporated under the laws of (juridic-
tion of incorporation) (hereinafter called "local').
OF THE SECOND PART

(b) RECITALS

Whereas local (brief discription of its businees
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activities);
and
dan seterusnva.....

Contoh klausula tersebut menunjukkan bahwa suatu
kontrak Internasional mengandung beberapa syarat
antar lain menunjuk tanggal, bulan dan tahun berapa
perjanjian itu dibuat. Demikian pula disebutkan
mengenai jenis perusahaan kerjasama dan dengan hukum
atau Applicable law apakah yang mereka buat, sehingga
akan mengikat perjanjian 1itu. Selanjutnya Jjuga
dibuat pasal-pasal yang menunjuk materi perjanjian,
kedudukan Joint wventure yang bersangkutan dan prin-
sip-prinsip apa yang digunakan dalam perjanjian
tersebut, seterusnya membuat klausula-klausula yang
diinginkan bersama.

Ketentuan lain kontrak Internasional, misalnya
dalam pasal 18 Agreement antara Pertamina dan Bechtel
mengenai Polypropylene Plant Palembang, di mana
dinvatakan bahwa:

"The laws of the federation of Indonesia shall

be the laws controlling the interpretation and
performance of this agreement’.

Ketentuan tersebut seolah-olah Indonesia adalah
negara federasi, namun demikian maksud perjanjian itu
adalah bahwa hukum dari negara Indonesia yang akan
berlaku untuk perjanjian ini dan untuk penafsiran
pelaksanaannya.

Dengan contoh tersebgt, dapat dipahami bahwa
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ketentuan kontrak Internasional tetap memberi Jjalan
kepada negara yang bekerjasama mengenai applicable
laws dengan ketentuan harus memperhatikan tempat
solusi (lex loci solution), artinya suatu kontrak
harus memperhatikan lokasi atau tempat usaha atau
tempat di mana pekerjaan menurut perjanjian hukum
yang harus berlaku.

Sebagai contoh selanjutnya dari penujukan hukum
vang berlaku dapat diambil pasal XXIII dari APCI
(Engineering Service Agreement Arun), di mana diten-
tukan bahwa masalah-masalah berkenaan dengan hukum
patent akan diatur menurut hukum yang berlaku dalam
negara atau dari badan Supra Nasional yang memberikan
patent itu. Hal tersebut sesuai dengan azas-azas
vang berlaku dalam hukum dari pada negara di mana
merek itu terdaftar.

Terhadap contoh-contoh yang dikemukakan di atas,
nyatalah bahwa para pihak yang mengadakan kontrak itu
dapat menentukan hukum mana yang berlaku untuk kon-
trak mereka, asal tidak bertentangan dengan hukum
perdata Internasional, sebab pilihan hukum hanya
mungkin berlaku dalam bidang kontrak tidak untuk
hukum kekeluargaan. Hukum kontrak atau perjanjian
berlaku pilihan hukum, seperti jual beli, kontraktor,
kerjasama dan sebagainya.

Menurut Sudargo Gautama (1983:18-19) berkenaan



pilihan hukum atas kontrak., bahwa :
Tetapi dalam hukum kontrak ini masih dikenal
nembatasan terntentu. Ads beberapa
ualis Jdimana tidak dibolehkan
han hukum, misalnya dalam Didang hukum
kontrak kerja. Kontrak kerja ini dianggap

|
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adalah demikian =rat hubungannva dangan
terundang—undangan sosial dan ekonomi  dari
SUatu n=gara, sehingga tidak dapatlah pars
pihar memilib hukum kerja dari pada nEgara

iimana pekerjzan ini dilangsungkan".
elain ditentukan bahwa pilihan hukum nanva

untuk  bidang hukum kontrak., selebihya tidak bolsh

untuk bidang hukum Yontrak veria, juga tidak boleh

1]
t

nengeEnal entuan—ketentuan nerdata dengan sifat

publik, misalnya dengan mengadakan perlindungan

i

tertentu mengenai peralihan hak milik. Sepesrti

dik

i

tahui dalam sistem hukum meEngenai sewa beli,
maka titel hak milik atas benda yang bersangkutan
baru selesai sestelah  terming terakhir telah
dibavar oleh sipembeli. Hal ini sering mem
bawa ketidakadilan, jika misalnya sipembeli sudah
membavar 30 persen, tetapi dipembeli tidak
dapat 1lagi membayar sisa yang tinggal 20 persen.
Apakah dengan sendirinya akan terjadi batal SEwWa
beli ini dan barangnva harus dikembalikan kepada
sipenjual, sementara sipembeli sudah membayar 30
persen. Jadi sebagian dari harga benda yang
bersangkutan sudah dibayarnya. Dalam perundang-—
undangan dari berbagai negara di dunia, diberikan
ketentuan-ketentuan vang melindungi sipembeli dalam

hal demikian. terdapat ketentuan bahwa tidak dengan




sendirinya benda vang bersangkutan dapat Ekembali
lagi kepada sipenjual kalau sudsh dibavar 80
pErsen.

Ketentuan—ketentuan untuk melindungi di pembeli
vang diadakan oleh negara vanc bersangkutan kini
tidak dapat dikesampingkan cleh para pihak dengan
menentukan berlakunvya hukum negara lain untuk
kontrak beli sews mereka itu.

Contoh vang dikemukeakan di atas merupzakan salah
satu ketentuan yang harus berlaku dalam kontrak
Internasional. Hal mana juga oleh UNIDO (contoh
klausula di muka) secars mendetail digambarkan

berbagai persyaratan vang dapat digunakan olesh

i

cihak—-pihak vang mengadakan keriasams modal asing.
Fersyaratan mana yang tidak menghalangi pihak vang
terlibat untuk menetapkan ketentuar sendiri. assal
para pihak saling mengetahui hak dan  kewajiban

masino—masing clen karena 1tu UNIDD memberikan per-—

ratan demikian seGagal pengaturan  internasional

mn
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ara pihak—pihak vang berijiocint venture. Tetapi

lam pe-laksanaan usaha joint ventures, persvaratar
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aL perianiian demikian vang meniadil dasar

pDEFasicohnil-nya. Secab ity UNIDD mensyarathkan

m
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supave dalam mengikat perianiian serupz sedapat

nungkin semus  vango akan dikerjakan bersama atau

tidat akan dikerjakan dalam joint wventure secara

terperinci disebut dalam perjanjian itu.
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“esimpulan vang dapat ditarik dari ketentuan

n—saran UNIDO) sebagaimana

ui

ar

(i

Int 10nad

1
n

rina
digambarkan di atas, adalah bahwa setiap keinginan

untuk Serjonnt J2ntures atau barkerjasama modal

n

ing, nendaknya didahului oleh persiapan yang

matang dari s&mua pihak dalam arti t2knis  dan

formilnva.

2bagaimana  ditentukan bahwa perusahaan /ang
memanfaatkan penanaman modal asing di Indonesia,
narus  berbadan hukum menurut hukum Indonesiz  dan

berkedudukan di Indonesia. Ketentuan tersebut dalam

)

pasal I UMPA dengan tujuan untuk menghindari

i
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kesulitan atau ketidaktegasan dibidang hukum

Internasional.
Dalam kaitan itu, Pasal 5 UFPMA menyatakan

bahwa :
"l. Pemerintah menetapkan perincian bidang-
bidang usaha vyang terbuka- bagi modal
asing menurut urutan prioritas dan
menentukan syarat-syarat yang dipenuhi
oleh penanaman modal asing dalam tiap—
tiap usaha tersebut.
2. Perincian menurut urutan prioritas di-
tetapkan tiap tiga kali pada waiktu

pemerintah menyusun rencana—-rencana
pembangunan jangka menengah dan jangka
paniang, dengan memperhatikan per—

kembangan =ekonomi serta teknologi®.
Penanaman modal asing dibidang lain vang tidak
boleh dengan penguasaan penuh, menurut psal & UPMA,

adalah sebagai berikut :




a. pelabuhan-pelabuhan
b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik
untuk umum
c. telekomunikasi
d. pelavaran
e. penerbangan
f. air minum
g. kereta api umum
h. pembangkit tenaga atom
i. mas media
Bidang-bidang lain yang menduduki peranan pen-
ting dalam pertahanan negara antara lain produksi
senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan
perang dilarang samasekali bagi modal asing.
Sedangkan penanaman modal asing untuk bidang
pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan
pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Perlu dicatat bahwa bidang-bidang usaha tersebut
yvang tidak boleh dimasuki oleh modal asing, berbeda
halnya dengan daerah berusaha modal asing. Daerah
berusaha ialah daerah di dalam wilayah Republik
Indonesia, yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai
daerah di mana perusahaan modal asing dapat melakukan
usahanya. Ketentuan ini diisyaratkan dalam Pasal 4

UPMA dengan tujuan agar tidak terjadi kekeliruan
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syarat-syarat yang diberikan oleh menteri.

(3) Perjanjian karya yang tersebut dalam ayat
(2) di atas mulai berlaku sesudah disahkan
dengan undang-undang' .

Berkaitan dengan bidang-bidang usaha yvang tidak
dan boleh dilakukan, maka salah satu Pasal dalam UPMA
vang menekankan masalah sistem kerjasama atas dasar
kontrak karya, adalah Pasal B (2) UPMA vang berbunyi:

"Sistem kerjasama atas dasar kontrak karyva atau

dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam
bidang-bidang wusaha lain yang akan ditentukan
oleh pemerintah'".

Pasal tersebut menentukan bahwa pemerintah dapat
menetapkan bidang-bidang usaha dan bentuk kerjasama
modal asing dan modal nasional, dengan pertimbangan
bentuk kerjasama tersebut yang paling menguntungkan
untuk tiap-tiap bidang usaha dalam rangka memperlan-—
car pelaksanaan pembangunan ekonomi.

Pemilik modal asing mempunyai wewenang sepenuh-
nya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan di
mana modal asing tersebut di tanam. Ketentuan ini
untuk dewasa ini secara penuh dipercayakan kepada
warga negara Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan
dari pasal 10 UPMA yang menvatakan bahwa:

"Perusahaan-perusahaan modal asing memenuhi

kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga

negara Indonesia kecuali dalam hal-hal tersebut
dalam pasal 11".

Pasal tersebut mewajibkan perusahaan yang bermo-
dal asing untuk menggunakan tenaga kerja Indonesia

baik sebagai tenaga pimpinan maupun tenaga-tenaga



ahli. Hal ini beralasan jika diteliti lebih lanjut
pasal 9, 10 dan 11 UPMA menyatakan sebagail berikut:

Pasal 9 berbunyi:

"Pemilik modal mempunvai wewenang sepenuhnya
untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan
di mana modalnya ditanam'.

Pasal 11 berbunyi:

"Perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan
mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga
pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warga negara
asing bagi Jabatan-jabatan yang belum dapat
diisi dengan tenaga kerja warga negara
Indonesia™.

Jika ditelaah lebih seksama ini pasal 9, 10 dan

11 UPMA tersebut yang dihubungkan satu sama lain,
maka akan ternyata bahwa pada prinsipnyva Undang-
undang Penanaman Modal Asing (UPMA) menghendaki agar
perusahaan-perusahaan modal asing menggunakn tenaga
kerja warga negara Indonesia.

Alasan pemberian jabatan tertentu kepada tenaga
asing, hanyalah apabila jabatan tersebut belum dapat
diisi oleh tenaga kerja warga negara Indonesia,
tetapi tenaga kerja Indonesia (pimpinan, direksi dan
tenaga ahli) sepenuhnya sudah tersedia di Indonesia
sehingga tidak ada lagi alasan untuk menempatkan
tenaga kerja asing seperti itu dalam perusahaan
vang didirikan dan menurut hukum yang berlaku di

Indonesia.

Tenaga kerja (pekerja) warga negara Indonesia




asing, menurut Pasal 2 ayat(1l) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja, ditegas-
kan bahwa majikan dilarang mempekerjakan orang asing
tanpa izin tertulis dari menteri.

Ketentuan tersebut dalam pasal 2 ayvat (1) seke-
dar untuk mengetahui posisi tenaga kerja asing di
perusahaan yang berkedudukan di Indonesia, sebab ini
dimaksudkan memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 UPMA
vang menegaskan bahwa:

"Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban
menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasili-
tas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam
dan/atau di luar negeri serta teratur dan
terarah bagi warga negara Indonesia dengan
tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga
warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-
tenaga warga negara Indonesia'.

Pasal 12 UPMA ini dengan sendirinya bertujuan
untuk berupaya memberikan kesempatan penuh kepada
tenaga kerja Indonesia menempati posisi-posisi pen-
ting di dalam perusahaan modal asing sebagai tenaga
ahli dan tenaga pimpinan serta tenaga lain yang
sangat wvital. Oleh karena itu Pasal 12 UPMA ini
sangat erat kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-
undang No.3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga
Kerja Asing.

Ketentuan hukum Indonesia berkenaan dengan

jJangka waktu penanaman modal asing ditegaskan dalam

penjelasan pasal 18 UPMA sebagi berikut:
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"1l. Perusahaan modal asing harus mengadakan pem-

bukaan tersendiri dari modal asingnya;

2. Untuk menetapkan besarnya modal asing, maka
jJumlahnya harus dikurangi dengan Jjumlah-
Jumlah yang dengan jalan repatriasi telah
ditransfer;

3. Tiap tahun perusahaan diwajibkan menyampai-
kan kepada pemerintah suatu ikhtisar dari
modal asingnya'.

Sementara itu dalam Pasal 19 UPMA ditetapkan
mengenali hak transfer bagi perusahaan modal asing
sebagai berikut

"(1) Kepada perusahaan modal asing diberikan hak

transfer dalam valuta asing dari modal atas

dasar nilai tukar yvang berlaku untuk:

a. keuntungan yang diperoleh modal sesudah
dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-
kewajiban lain;

b. biaya-biaya vang berhubungan dengan te-
naga asing yang dipekerjakan di Indone-
sia;

biaya-biaya lain yvang ditentukan lebih

0

lanjut;
d. Pelaksanaan transfer ditentukan lebih
lanjut oleh pemerintah’.

Perusahaan modal asing diberikan izin transfer
dalam wvaluta aslinya setelah bekerja beberapa waktu
menurut penetapan pemerintah.

Sebagaimana dikemukakan pada Bab (3.1) bahwa

dalam perusahaan dapat diadakan kerjasama antara



modal asing dan modal nasional. Oleh karena itu dalam
pasal 23 UPMA ditegaskan bahwa dalam bidang-bidang
usaha vyang terbuka bagi modal asing dapat diadakan
kerjasama antara modal asing dan modal nasional
dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 2 di atas.

Ketentuan mengenai keuntungan yang diperoleh
perusahaan modal asing dan modal nasional sebagai
hasil kerjasama antar lain modal asing dan modal
nasional tersebut pada Pasal 23 UPMA setelah diku-
rangi pajak-pajak serta kewajiban-kewajiban lain yang
harus dibayar di Indonesia, diizinkan untuk ditrans-
fer dalam valuta asli dari modal asing yang bersang-
kutan seimbang dengan bagian modal asing yang ditanam
(Pasal 24 UPMA).

Dengan adanya ketentuan hukum Indonesia berke-
naan dengan penanaman modal asing di Indonesia, maka
salah satu hal pokok Jjika terjadi perselisihan
mengenal modal asing tersebut, adalah bagaimana upaya
penyelesaian perselisihan itu. Untuk hal tersebut
lebih pantas dimasukkan bahasannva pada bab berikut-
nya, sebab dalam Pasal 2 Undang-undang No. 32 tentang
Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Wargane-
gara Asing mengenai Penanaman Modal ditegaskan bahwa
pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan perse-
tujuan bahwa sesuatu perselisihan tentang penanaman

modal asing antara RI dengan warganegara asing dipu-
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luskan menurut kovensi termaksud dan untuk mewakili
RI dalam perselisihan tersebutl dengan hak
substitusi. Ketentuan ini berlaku secara
multilateral, oleh sebab itu pantas dibahas di
dalam prinsip Hukum Perdata Internasional.
Prinsip Hukum Perdata Internasional

Adanya praktek kontrak penanaman modal asing
antara penanam modal asing densgan pihak usahawan
ii Indonesia termasuk dalam bidang hukum perdata
Internasinal, oleh karena itu terdapat unsur-unsur
asing atau unsur luar negeri (element forenign) .

Dalam kontrak yang dibuat antara penanam modal
28ing dengan usahawan di Indonesia seringkali
terdapat klausula-klausulah tentang hukum apa yang
diberlakukan (appicable law) untuk kontrak vyang
bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam
hukum perdata internasional vyang menyatakan bahwa
segala hal yang berkenaan dengan pilihan hukum
(choice of law by the parties) tentang kontrak
tersebut dibuat. Misalnya masalah hukum atas patent
diperjanjikan mengenai di mana dilaksanakan
pekerjaan menurut perjanjian kontrak itu, maka di
situ akan berlaku hukum negara vang bersangkutan.
Prinsip ini dapat ditentukan dalam bentuk lex loci
solutjonis, artiya faktor yang menentukan hukum
vang harus berlaku adalah di mana pekerjaan

dilaksanakan menurut persetujuan (agreement )




persangkutan.

Berkaitan dengan uraian di atas, pilihan itu
sendiri tidak boleh melanggar ketertiban 11mum
karena merupakan perbatasan terhadap hukum yvang
dipilih itu.

Asas ketertiban umum dalam hukum perdata
Internasional berarti bahwa kepada sang hakim
diberikan suatu senjata untuk membela diri, seolah-—
olah fungsinya sebagai tameng untuk hal-hal khusus,
secara seirit mungkin mengenyampingkan hukum asing
vang sSeyogyanya diberlakukan menurut ketentuan-
ketentuan hukum internasional dari hakim vyang
bersangkutan sendiri, Jjika pemakaian dari pada
nhukum asing itu sendiri akan menjelma pelanggaran
dari pada sendi-sendi asasi stelsel hukum itu dan
sistem hukum masyarakat sang hakim sendiri. Hakim
dapat mempergunakan lembaga ketertiban umum ini,
dengan diibaratkan seolah-olah ia menarik rem
darurat untuk dapat mengenyampingkan hukum asing
yang sebenarnya harus dipakai dan digunakan hukum
itu sendiri.

Hukum asing yang sebenarnya harus berlaku
menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata
internasional dari negara sang hakim sendiri
dikesampingkan dalam hal kasus i . Sang
hakim menggantikan hukum asing ini dengan

memakai hukum dari negaranya sendiri. Hél
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vang menanam modalnya di Indonesia. Sehubungan
dengan hal itu, kiranya memang kurang disadari
bahwa selain akan  berdampak positif, akan tetapi
lebih banyak berdampak negatif, alasannya bahwa
banyak investor yang mengambil kesempatan untuk
meraih banyak fasilitas di samping keuntungan yang
besar, sehingga banyak prengusaha kecil yang tidak
berkembang 1lebih maju, desebabkan ruang geraknya
dalam perdagangan telah diisi dan diambil alih
para investor asing. Oleh karena itu hendaklah
peluang-peluang diberikan kepada pengusaha kecil
dalam porsi yang lebih besar membentuk joint
venture atau kerjasama dengan pengusaha besar
dalam negeri dengan meperhitungkan keuntungan yang
layak sesuai dengan besarnya saham vang ditanam
oleh pengusaha kecil dalam negeri sendiri.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang
pembuatan kayu lapis, maka hendaknya PT. Katingan
Timber Ujung Pandang dapat membuka diri dengan
memberikan peluang yang lebih besar kepada pengu-
saha lokal dalam hal penanaman saham, sekaligus
memberikan peluang untuk menambah teknologi dalam
bidang industri perkayuan di Indonesia. Dengan
memberikan peluang demikian, maka diharapkan dapat

tercipta pemerataan kesempatan kerja.




ini sudah terang tidak boleh menjelma menjadi pema-
kaian secara royal oleh hakim yang bersangkutan,
sebab Jjika hakim memakail lembaga ketertiban hukum
secara royal, maka hal ini akan Dberarti bahwa ia
setiap kali akan memakai lembaga ketertiban umum ini
dan hasilnva adalah bahwa hukum asing vang sebenarnya
harus diberlakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum-
hukum perdata Internasional dari pada negara sendiri
menjadi dikesampingkan dan diberlakukan hukum dari
sang hakim . Ini akan menghasilkan pemakaian dari
pada hukum sendiri, jika demikian, maka ini akan
berarti Jjuga lonceng kematian bagi hukum perdata
internasional karena hakim yang bersangkutan akan
selalu memakai hukum nasionalnya sendiri. Dengan
demikian tidak ada tempat bagi pemakaian dari pada
hukum asing atau tidak ada tempat lagi untuk untuk
melakukan pantuan hukum yang harus beglaku, karena
setiap kali digunakan hukum sendiri jika sang hakim
menghadapi persoalan hukum perdata Internasional.
Jika hakim selalu memakai hukumnya sendiri atau
Jika selalu menarik rem darurat itu, maka ibarat
kereta api hukum perdata Internasional tidak dapat
berjalan dengan baik, seclah-olah orang mempelajari
hukum perdata Internasional, yang khusus memusatkan
pada pertanyaan pokok hukum manakah vyang berlaku

untuk masalah-masalah yang memperlihatkan unsur-unsur



asing ini, selalu akan memakai hukum negeri sendiri,
hingga tidak ada tempat lagi bagi pemakaian hukum
luar negeri. GSenantiasa hukum sendiri yang di dewa-
dewakan, dan oleh karena itu Jjelaslah bahwa kita
hanya dapat memakai lembaga ketertiban wumum ini
secara terbatas yang fungsinya adalah sebagai tameng,
yaitu sebagai alat defensif atau sebagai rem darurat
vang hanya dalam keadaan darurat dipakai (misbruik
wordt gestraft/penyalahgunaan dapat dihukum) dan
tidak dipakai sebagai suatu pedang (fungsinya as a
shield and not a sword)., atau dalam kata-kata dari
pada istilah-istilah konvensi-konvensi Hukum Perdata
Internasional hanya digunakan jika pemakaian hukum
asing ini adalah benar-benar "manifestement incompat-
ible” (manifestly incomptible) dengan hukum negeri
sendiri. Hanya seirit mungkin akan digunakan lembaga
ketertiban umum. Dalam hal ini persoalan pilihan
hukum tidak boleh melanggar ketertiban umum, namun
ketertiban wumum ini kiranya di pakai hanya secara
seirit mungkin.

Pilihan hukum pun hanya dimungkinkan di Dbidang
hukum kontrak, artinya dalam perjanjian, misalnya
jual beli, kontraktor, joint venture dan lain-lain
hanya boleh dilakukan menurut sistem hukum perdata
internasional, sebaliknya tidak diperkenankan dalam

bidang hukum kekeluargaan, misalnya mengenai masalzah




perkawinan dan mengenai hukum harta benda dalam
perkawinan, para pihak tidak bebas menentukan hukum
sendiri mengenai hal itu.

Meskipun demikian, dalam hukum kontrak ini masih
dikenal berbagai pembatasan tertentu, misalnya pilih-
an hukum dalam bidang hukum kontrak kerja. KXontrak
kerja dianggap demikian erat hubungannya dengan per-
undang-undangan sosial dan ekonomis dari suatu bang-
sa, sehingga para pihak tidak dapat memilih hukum
lain dengan mengenyampingkan hukum kerja dari pada
negara di mana pekerjaan ini dilangsungkan. Misalnya
suatu pekerjaan antara pegawai asing yang dipekerja-
kan di Indonesia, yang walaupun dalam kontrak diten-
tukan berlakunya hukum Jerman akan takluk pada hukum
kerja yang berlaku di Indonesia. Jika pekerja hendak
diberhentikan, maka tidak cukup hanya diikuti keten-
tuan-ketentuan dalam kontrak yang bersangkutan vang
telah dibuat di Jerman di mana dinyatakan cukup
dengan opzet termijn suatu bulan. Tetapi sebelum
dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja itu, Jjika
tidak disetujui oleh pihak buruh yang bersangkutan,
haruslah dimintakan izin terlebih dahulu dari Panitia
Penyelesaian Perburuhan di tempat yang bersangkutan.

Pilihan hukum tidak hanya terbatas pada hal-hal

vang dikemukakan di atas, tetapi Juga pilihan hukum




tidak boleh berkenaan ketentuan-ketentuan perdata
dengan bersifat publik, misalnya peraturan-peraturan
mengenai lalu lintas devisa, masing-masing negara
vang terikat suatu kontrak tidak dapat memilih hukum
negara lain. Sistem hukum devisa dari negara vang
bersangkutan bagaimanapun tidak dapat dikesampingkan
oleh para pihak karena memilih hukum dari negara
lain.

Berkenaan dengan wuraian di atas, maka timbul
suatu pertanyaan, yaitu apakah pilihan hukum setelah
perkara terjadi dalam perjanjian, dan apakah para
pihak mendapat kebebasan untuk memilih hukum lain
setelah terjadi suatu sengketa. Dalam kaitan ini
menurut Sudargo Gautama (1983:22) bahwa pilihan hukum
demikian ini diperbolehkan, beliau memberi contoh
sebagail berikut

"Misalnya di dalam suatu kontrak para pihak

tidak menentukan apa-apa tentang hukum yang
berlaku. Kemudian timbul sengketa antara mere-
ka. Baru setelah itu mereka mufakat untuk
memilih misalnya hukum dari negara tertentu,
kata saja Jerman untuk menentukan persoalan
mereka ini. Hal ini menurut hemat kami diboleh-
kan".

Pertanyaan lain berkenaan masalah pilihan hukum,
adalah apakah selalu harus diadakan pilihan hukum,
sebab dalam suatu kontrak vyang dipersiapkan oleh

pakar hukum atau para lawyer dari perusahaan-

perusahaan yang bersangkutan, di mana pada umumnya
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penasehat hukum (lawyer) akan condong untuk selalu
mencantumkan pasal yang menentukan hukum yvang berlaku
dalam draft agreement tersebut. Hal ini disebabkan
karena para lawyer telah melihat kesulitan-kesulitan
vang dapat timbul apabila para pihak tidak menentukan
secara khusus hukum yang berlaku, karena dalam bidang
hukum perjanjian internasional diterima azas bahwa
hukum yang berlaku untuk suatu kontrak adalah perta-
ma-tama hukum yang ditentukan oleh para pihak sen-
diri.

Berhubung dengan ketentuan demikian, menurut
Pasal 16 AB (Algemene Bepalingen van Wetgeving)
masalah status personil prinsipnya menggunakan prin-
sip nasionaliteit atau prinsip kewarganegaraan.
Pengertian status personil itu meliputi peraturan-
peraturan mengenai hukum perseorangan dan lain. Hal
itu berarti bahwa bagi orang asing (investor) dan
modal bersangkutan tetap harus diberlakukan hukum
nasionalnya. Namun demikian, di muka Pengadilan
Indonesia pada hakekatnya untuk semua orang dapat
dimasukkan dalam golongan rakyat Eropa atau Timur
Asing tanpa memperhatikan status Warga Negara Indone-
sia atau asing akan digunakan Burgerlijke we Boek.
Mengenai soal-soal Hukum Perdata Internasional di
mana persoalan tentang pemakaian hukum yang sebenar-

nya harus diberlakukan kepada orang asing, akan
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dipertimbangkan apabila pihak-pihak mendalilkan
status kewarganegaraan mereka masing-masing WNI atau
asing.

Dalam kaitan itu, pembuat undang-undang mengenai
penanaman modal asing dalam statusnya sebagai orang-
perseorangan, pembuat UPMA mewajibkan dibentuknya
badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan
di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia.

Dengan  demikian tidak terdapat persoalan tentang
hukum yang harus diberlakukan terhadap penanam modal
asing., sebab Hukum Perdata Internasional memang telah
memberikan penyelesaian melalui Pasal 16 AB tersebut
di atas, dengan tidak mengurangi dalil-dalil Pasal 3
ayat (2) Undang-undang Penanaman Modal Asing yang
menyatakan bahwa pemerintah yang akan menetapkan
apakah harus dibentuk badan hukum Indonesia atau

tidak.



BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bidang Usaha Kerjasama PT. Katingan Timber Ujung

Pandang

Perusahaan Terbatas Katingan Timber Ujung Pan-
dang (PT. Katingan Timber) adalah adalah salah satu
perusahaan swasta nasional vang bergerak dalam bidang
pembuatan kayu lapis. Perusahaan ini memanfaatkan
penanaman modal asing dari investor Jepang dengan
pembagian saham keuntungan sebesar 60 persen bagi
usahawan Indonesia 40 bPersen bagi investor Jepang.

Sebagai perusahaan vang bergerak dalam Joint
venture, PT. Katingan Timber memproduksi kayu lapis
vang berkualitas eksport ke berbagai negara. Dalam
usaha PT. Katingan Timber Ujung Pandang berproduksi
dalam skala besar karena investasi vang ditanam Jjuga
cukup besar mengingat kayu lapis adalah barang jadi,
sehingga investasinya meliputi pembagian sSecara
berimbang, yaitu investor asing memasok seluruh mesin
pengelolaan kayu lapis Dbeserta tenaga ahli yang
menjadi tenaga instruktur bagi sejumlah tenaga perme-
sinan Indonesia, sebaliknya seluruh tenaga ahli
Indonesia yang sudah mahir akan menggantikan posisi
tenaga ahli investor. Demikian pula seluruh bahan

baku kayu lapis disediakan oleh usahawan Indonesia.



Usaha kerjasama Secara joint venture itu tidak
hanya tergantung dari pihak Indonesia saja, tetapi
Juga kepada para investor asing. Dalam hal ini
investor Jepang yang mempunyai saham sebesar 40
Persen dalam bentuk penyediaan sarana produksi,
sedangkan di pPihak usahawan menyediakan prasarana
berupa lokasi dan perangkat administrasi lainnya.
Dari gegi Sarana produksi pihak usahawan Indonesia
menvediakan menyediakan bahan perkayuan dan teanga
kerja (buruh).

Usaha produksi kayu ini merupakan sektor indus-
tri skala menengah yang permanen karena PT. Katingan
Timber Ujung Pandang adalah salah satu perusahaan
kayu lapis vyang bersifat tetap yang dibentuk dengan
badan hukum nasional yang secara langsung mendapat
Pengawasan dari pemerintah. Qleh karena itu bentuk
kerjasama dikhususkan dalam perkayuan, khususnya
industri kayu lapis yang berkualitas eksport.

Usaha kayy lapis sebagai sektor industri dikelo-
la berdasarkan prinsip bagi hasil, artinya keuntungan
vang diperoleh sudah ditentukan dalam suatu agreement
Yang permanen dengan pihak investor Jepang. Kayu
lapis yang dihasilkan melayani rermintaan pasar
internasional, sehingga dapat dikatakan produksi kayu
laris ini lebih terpusat pada skala prioritas eks-

port,

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, jelaslah
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bahwa bidang kerjasama kayu lapis ini merupakan
sektor industri khusus eksport.

Bentuk Eontrak Penanaman Modal Asing PT. Katingan
Timber Ujung Pandang

Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat
(2) Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UPMA) bahwa
sistem kerjasama atas dasar kontrak kerja atau dalam
bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang
usaha lain yang ditentukan oleh pemerintah, maka PT.
Katingan Timber Ujung Pandang mengadakan kerjasama
dalam bentuk Jjoint venture, yvaitu kerjasama dalam
partisipasi modal, bukan dalam penggabungan modal,
sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk joint venture
pada PT. Katingan Timber lebih bersifat "Equity Joint
Venture", yang pada satu saat akan beralih pada
kerjasama berdasarkan penggabungan modal.

Dalam kontrak telah diperjanjikan bahwa besarnya
modal asing ditetapkan terlebih dahulu, kemudian akan
dikurangi dengan jumlah yang telah direpatrias dan
ditransfer.

Dengan perjanjian demikian, maka PT. Katingan
Timber Ujung Pandang diberikan hak transfer dalam
valuta asing dari modal atas dasar nilai tukar yang
berlaku. Oleh karena itu dalam kontrak ditentukan
pula, bahwa keuntungan yang diperoleh modal sesudah

dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pem-




bayaran lain, biaya-biaya vyang berkaitan dengan

tenaga-tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia,

penyusutan alat perlengkapan tetap dan kompensasi
dalam hal nasionalisasi.

Hak transfer yang diberikan kepada investor
Jepang dalam valuta aslinya setelah berangsung bebe-
rapa waktu lamanya, dimaksudkan sebagai perangsang
untuk menarik penanam modal asing lain ke Indonesia
dengan pembatasan bahwa hak transfer itu tidak berla-
ku selama masih terdapat kelonggaran-kelonggaran
perpajakan dan pungutan-pungutan lain. Kelonggaran-
kelonggaran yang dimaksud dalam bentuk pembebasan dan
keringanan.

Pembebasan dalam hal ini adalah:

a. Pajak perseroan atas keuntungan jangka waktu ter-
tentu, vyaitu tidak melebihi lima tahun dihitung
dihitung sejak usaha mulai berproduksi;

b. Pajak deviden atas bagian laba yang dibayarkan
kepada pemegang saham, bilamana laba tersebut
diperoleh dalam waktu tidak lebih lima tahun,
dihitung sejak usaha tersebut berproduksi;

c. pajak perseroan atas keuntungan termasuk dalam ke-
untungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi
pajak-prajak dan kewajiban pembayaran lain 4 Indo-
nesia yang ditanam kembali dalam perusahaan ber-

sangkutan di Indonesia untuk Jjangka waktu tidak



lebih lima tahun, dihitung sejak penanaman
kembali;

d. Bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang per-
lengkapan tetap ke dalam wilayah Indonesia seperti
mesin-mesin, alat-alat kerja yang diperlukan untuk
menJjalankan perusahaan.

e. Bea materail modal atas penempatan modal yang ber-
asal dari penanaman modal asing.

Keringanan dalam hal ini adalah

a. Atas pengenaan pajak perseroan dengan suatu tarif
vang proporsional setinggi-tingginya lima puluh
per seratus untuk jangka waktu yang tidak melebihi
lima tahun sesudah jangka waktu pembebasan sebagai
vang dimaksud dalam ad. a angka 1 di atas

b. Dengan cara memperhitungkan kerugian yang diderita
selama Jjangka waktu pembebasan di atas, dengan
keuntungan vyang harus dikenakan pajak setelah
Jangka waktu tersebut di atas;

c. Dengan mengizinkan penyusutan yang dipercepat atas
alat-alat perlengkapan tetap.

Oleh karena kerja sama dalam bentuk permanen
dari segi modal, maka secara langsung timbul ikatan-
ikatan kerja sama vang ada prinsipnya antara lain
bahwa pembagian saham (modal) vang ditanam terbatas

pada pembagian berdasarkan ketentuan persentase,

vaitu 40 persen bagi penanam modal asing dan sele-




bihnya 60 persen bagi modal usahawan Indonesia.
Selain itu ditentukan pula bahwa tenaga kerja asing
vang dipekerjakan terbatas hanya pada tenaga instruk-
tur dalam bidang teknik. Dalam hal ini meliputi
teknik mesin alat-alat produksi yang dipakai di bawah
pengawasan para ahli orang asing. Bentuk kerjasama
keahlian bidang permesinan hanya merupakan sementara
waktu (temporary), sebab ketentuan vang mengikat
menyatakan bahwa tenaga ahli (instruktur) memang
masih di perkenangkan sepanjang belum siapnya tenaga
ahli orang Indonesia sendiri. Jadi sifat kerja sama
dalam penanganan mesin produksi adalah magang alih
teknologi.

Jadi teanga ahli Indonesia sudah dapat men-
transfer teknologi permesinan orang asing (investor)
itu maka sedapat mungkin segera menggantikan posisi
tenaga ahli asing tersebut, sehingga kelangsungan
produksi tetap dapat berlangsung tanpa mengurangi
kualitas produksi.

Kerjasama dalam hal modal juga diperinci khu-
susnya status modal orang asing dalam perseorangan
dan gabungan. Oleh karena bentuk kerjasama pada PT.
Katingan Timber bersifat perorangan, maka bentuknya
adalah Joint interprise, dalam hal mana dipandang

sebagai perusahaan bersama dalam bentuk kerjasama

partisipasi modal di bawah naungan badan hukum yang




berbentuk hukum Indonesia. Pihak modal lokal mene-
tapkan bahwa pembagian modal sebagaimana dijelaskan
di muka dan kerjasama alih teknologi permesinan,
dalam joint wventure atau kerjasama sifatnya sementara
karena hanya diikat oleh partisipasi modal dari
pemodal asing. Akibat dari adanya perjanjian demi-
kian, maka resiko mengenai keuntungan yang dipercleh
akan dikurangi dengan pajak yang berlaku terhadap
perusahaan dan kewajiban-kewajiban lain yang harus
dibayar di Indonesia, diizinkan untuk ditransfer
dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan
seimbang dengan bagian modal asing yang ditanam.
Salah satu bagian bentuk bagian kerjasama yang
diperijinkan adalah bahwa tenaga asing tidak boleh
menduduki Jjabatan-jabatan pimpinan vyang renting,
tenaga asing hanya diizinkan memberikan pelatihan dan
pendidikan terhadap pekerja Indonesia, dengan tujuan
agar berangsur-angsur tenaga-tenaga asing dapat
diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.
Kerjasama dalam bidang teknik merupakan salah
satu hal yang penting ditekankan, hal mana terlihat
dari keadaan yang nampak di perusahaan di mana
tenaga-tenaga asing mengontrol pekerjaan tenaga kerja
Indonesia yang berada pada bagian mesin kayu lapis.
Kerjasama memproduksi kayu lapis dengan dukung-

an dana bersama (saham partisipatif) antara modal




asing Jepang dengan pengusaha lokal berimbang dari
segi keuntungan, sebab modal asing Jepang tidak
menyediakan fasilitas tanah (lokasi), biaya pendirian
perusahaan, dan prasarana lainnya, sedangkan pihak
pemodal lokal (saham pengusaha pribumi) menanggung
biaya pendirian perusahaan, penyediaan lokasi serta
prasarana lainnya. Keuntungan yang diperoleh pemodal
asing Jepang hanya dikeluarkan pajak-pajak keuntungan
kewajiban-kewajiban lain seperti perimbangan nilai
saham dengan saham penanam modal dalam negeri (saham
pengusaha lokal).

Dengan adanya perimbangan modal tersebut maka
keuntungan dalam bentuk 40 persen berbanding 60
persen pada perinsipnya tidak berbeda, sebab ditekan-
kan dalam kerjasama itu sebagai perimbangan modal
vang ditanam dalam perusahaan.

Berhubung karena bentuk kontrak berupa equity
joint venture yaitu kerjasama yang mengarah kepada
penggabungan modal, walaupun pada dasarnya bersifat
partisipatif modal, maka P. Katingan Timber sedapat
mungkin nilai kontraknya dapat diperbesar. Namun
dalam hal ini tergantung pada nilai keuntungan vyang
diperoleh secara bertahap. Artinya jika pada tingkat
tertentu telah dicapai prosentase produksi yang makin
tinggi, maka penggabungan modal dapat dilaksanakan

sesuai dengan kemampuan modal yang dicapai lewat

gabungan partisipatif.
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4.3 Masalah Pilihan Hukum Bilamana Timbul Sengketa
Masalah pilihan hukum apabila timbul sengketa
berkaitan dengan hukum perdata internasional. Pilih-
an hukum yang dipakai diperjanjikan terlebih dahulu
agar cara penyelesaian itu dapat dicapai dengan hasil
vang memuaskan kedua belah pihak. Penyelesaian

sengketa lazimnya mengacuh pada dua bentuk, yaitu

melalui jalan damai (conciliation) dan atau arbitrase

(arbitration) yang didasarkan pada konvensi yang
berlaku. Meskipun konvensi sudah berlaku untuk

se@suatu negara, namun tidak lah merupakan kewajiban
bahwa setiap negara yang berselisih harus menyelesai-
kannya menurut konvensi, sebab syarat untuk penyele-
saian perselisihan menurut konvensi adalah persetu-
Juan dari kedua belah pihak yang berselisih.

Pilihan hukum yang dijadikan dasar untuk penye-
lesaian sengketa antara perusahaan asing Jepang
dengan PT. Katingan Timber mengambil dasar arbitrase,
jika Jjalan damai tidak dapat diselesaikan. melalui
arbitrase tersebut akan diputuskan bahwa perselisih-
an dapat diselesaikan di pengadilan.

Berdasarkan kenyataan, kebanyakan penyelesaian
dilakukan di tempat (on the spot), dengan dasar telah
disinggung dalam salah satu perjanjian bahwa Jjika
timbul suatu sengketa perihal adanya kerjasama di

dalam perusahaan PT. Katingan Timber, maka penyele-




salannya melalui upaya damai di tempat. Sifat penye—
lesaian secara informal ini lebih baik dan disiplin
atas dasar pertimbangan bahwa PT. Katingan Timber
tidak bergantung pada modal pemerintah, sehingga
jalan yang terbaik penyelesaian perselisihan adalah
melalui cara-cara damai antara para pihak.

Oleh karena selama ini belum pernah terjadi
perselisihan mengenai penanaman modal asing dan
keuntungan dalam kerjasama dalam PT. Katingan Timber,
maka sulit untuk menentukan sejauh mana upaya penye-
lesaiannya dan jalan apa yang ditempuh. Namun berda-
sarkan salah satu perjanjian yvang dicantumkan dalam
perjanjian jika terjadi perselisihan, ternyata dipi-
lih cara penyelesaian secara damai di tempat karena
cara demikian bersifat praktis dan mudah dicapai
persetujuan untuk memilih langkah terbaik.

Selain dengan cara-cara informal tersebut, Jjuga
tetap memilih cara lain, yaitu penyelesaian melalui
arbitrase jika cara penyelesaian damai tidak berhasil
diwujudkan. Melalui arbitrase tersebut selalu dite-
ngahi oleh dewan arbitrator vang akan bertindak
selaku dewan penentu cara penyelesaian perselisihan.
Alasan pilihan hukum secara arbitrase oleh karena
a. Arbitrase dapat dilakukan segera mungkin, sedang-

kan cara melalui pengadilan biasanya membutuhkan

waktu yvang lebihi lama;




b. Hasil-hasil arbitrase dapat dilaksanakan segera
tanpa menunggu suatu keputusan pengadilan, naik
banding, putusan pengadilan tinggi dan lainnya;

Biaya arbitrase biasanya lebih rendah dari penye-

Q

lesaian melalui utusan pengadilan;

d. Cara arbitrase tidak kaku dibandingkan dengan cara
melalui pengadilan, seperti umpamanya memilih
waktu sidang, undang-undang dan hukum yang akan
berlaku, masalah pembuktian dan Jaminan bahwa
orang-orang arbitrator biasanya adalah ahli dalam
bidang masing-masing.

Melalui cara arbitrase ini, penyelesaian perse-
lisihan dapat dicapai tanpa ada kemiringan atau
kecurangan pemutusan perselisihan. Pilihan hukum ini
merupakan perjanjian yang disepakati, sebab terdapat
di dalamnya persetujuan yang berlaku secara interna-
sional, vakni hukum dari negara asing juga diterapkan
dalam penyelesaian perselisihan. Hal mana ditetapkan
dalam hukum perdata internasional bahwa hukum vyang
akan berlaku berkenaan dengan perselisihan adalah
hukum negara yang bersangkutan, artinya dimana peru-
sahaan didirikan, di situ pula diberlakukan salah
satu hukum perjanjian, tetapi tidak boleh mengesam-
pingkan pilihan hukum dari negara peserta atau hukum
dari negara ketiga vang disetujui kedua belah pihak,

di =samping beberapa azas hukum internasional . yang



berlaku dalam arbitrase.

Di dalam konvensi juga ditetapkan bahwa putusan
arbitrase disamakan dengan putusan terakhir dari
pengadilan negara yang bersangkutan. Dalam kaitan
ini penyelesaian melalui dewan arbitrator dianggap
sama dengan putusan akhir pengadilan yang bertujuan
menyelesaikan perselisihan berkenaan dengan penanaman
modal asing. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan
akan diberlakukan di dalam PT. Katingan Timber Jjika
jalan penyelesaian di tempat (on the spot) tidak
berhasil disepakati dalam pengambilan cara-cara yang
dianggap paling tepat, singkat dan tuntas.

Pilihan hukum Indonesia yang berlaku dalam
penyelesaian perselisihan tidak dapat dikesampingkan
bagaimanapun juga, sebab semua kerjasama dalam bentuk
joint venture diharuskan berbentuk PT. Menurut yuris-
prudensi vang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh
perjanjian mengenai penyelesaian joint venture ber-
bunyi

"All aquestion relating to the wvalidity, con-

struction or performance of agreement shall be
governed by the laws of the Republic of Indone-
sia”

Di dalam penjelasan itu, digambarkan bahwa
seluruh masalah dalam kaitannya dengan berlakunya/ ‘

keabsahan pendirian perusahaan di dalam perjanjian ‘

harus berdasarkan hukum Republik Indonesia. Ketentuan |

s N P i
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ini mengikat bagi penanam modal asing di Indonesia
disebabkan karena dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1387 tentang Penanaman Modal
Asing menentukan bahwa:

Perusahaan vyang dimaksud dalam pasal 1 vang

dijalankan untuk seluruhnya atau terbesar di

Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri

harus berbentuk Badan Hukum Indonesia dan berke-

dudukan di Indonesia.

Dasar penetapan ketentuan demikian, adalah
adanya kekhawatiran bahwa penanaman modal asing oleh
seorang asing dalam statusnya sebagai orang perorang-
an, dapat menimbulkan kesulitan atau ketidaktegasan
di bidang hukum internasional. Oleh karena itu
pembuat undang-undang bermaksud memberi ketegasan
tentang modal asing yang ditanam di Indonesia dengan
jalan mengharuskan berbentuk badan hukum.

Plihan hukum dalam bentuk arbitrase Jjuga erat
berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional di mana

sering kali tarik-menarik pilihan hukum yang mesti
diberlakukan jika kemudian timbul perselisihan berke-
naan dengan modal yang ditanam di Perusahaan Indone-
sia. Hal ini tidak dapat dihindari sebab kerangka
Hukum Perdata Internasional juga menentukan sebagian
hal jika timbul perselisihan berkenaan dengan masalah
keperdataan, maka hukum yang dipakai adalah hukum di
mana terjadi perselisihan itu. Oleh karena itu demi

menghindari klaim tuntut menuntut yang panjang, maka
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PT. Katingan Timber menetapkan bahwa perselisihan di
bidang penanaman modal asing akan diselesaikan secara
damai di tempat (on the spot). Jika cara penyele-
saian demikian tidak dapat dilaksanakan, maka akan
ditempuh cara arbitrase di mana terdiri atas dewan
arbitrator vang akan memutuskan perselisihan.
Putusan dewan arbitrator mempunyai kekuatan yang sama
dengan putusan akhir Jika melalui pengadilan.
Arbitrator-arbitrator yang pilih mempunyai keahlian
dalam bidang~ masing-masing. Arbitrator—-arbitrator
mana vang dipilih dari anggota penanaman modal asing
dan dari pihak PT. Katingan Timber atau dengan kata

lain orang-orang yang ditunjuk oleh perusahaannya.



BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Kesimpulan dari serangkaian materi skripsi ini
adalah sebagai berikut:

1. Bentuk kontrak Penanaman Modal Asing yang dibuat
dalam suatu perjanjian adalah joint venture yang
merupakan bentuk kerjasama yang bersifat partisi-
prasi modal, vyang sasarannya kelak menuju pada
bentuk penggabungan modal yang lebih permanen.
Bentuk kontrak Jjoint venture pada PT. Katingan
Timber Ujung Pandang dalam pelaksanaannya mengarah
pada equity Jjoint, yaitu kerjasama permanent
kemudian pada suatu saat akan bersifat pénggabung-
an modal. Dalam kontrak ditetapkan bahwa besar-
nya modal asing ditetapkan terlebih dahulu, kemu-
dian akan dikurangi dengan jumlah yang akan dire-
patriasi dan ditransfer.

2. Dalam penerapan hukum berkenaan dengan adanya
kontrak penanaman modal asing tersebut, dinyatakan
bahwa keuntungan yang diperoleh dari modal sesudah
dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban,
biaya-biaya yang berkaitan dengan tenaga-tenaga
asing yang dipekerjakan di Indonesia. Ketentuan

ini merupakan bagian dari hak transfer valuta
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asing yang diperoleh oleh perusahaan, yang memang
telah diperjanjikan dalam kerjasama antara penanam
modal asing (Jepang).

Bagian lain yang diperjanjikan dalam penerapan
hukum (applicable law) itu, adalah bahwa hak
transfer juga diberikan kepada penanam modal asing
tersebut. Hal itu dimaksudkan sebagai perangsang
untuk menarik pengusaha lain dari pihak asing ke
Indonesia, dengan pembatasan bahwa hak transfer
itu tidak berlaku selama masih terdapat kelonggar-
an-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan
lain. Kelonggaran yang dimaksud adalah dalam
bentuk pembebasan dan keringanan.

Selain applicable law dimaksud di atas, Jika
diperjanjikan bahwa Jjika terjadi perselisihan
berkenaan dengan penanaman modal asing, maka
dipilih jalan penyelesaian secara damai di tempat
(on the spot), jika cara inipun kurang berhasil,
maka dipilih jalan arbitrase melalui dewan-dewan
arbitrator yang putusannya mempunyal nilai yang

sama dengan putusan akhir pengadilan.

5.2 Saran
1. Dewasa ini pemerintah makin memberikan berbagail

kelonggaran kepada para investor asing di Indone-

sia, sehingga makin banyak pula pengusaha asing



